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BUPATI LUWU UTARA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 43 TAHUN 2019  

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 18 

TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP  

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LUWU UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan 

salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, 

kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan 
seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai 

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga 
dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan 
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tambahan 
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5258); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 349); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 18 TAHUN 
2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI 

NEGERI SIPIL.  
 

Pasal I 
 

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Luwu 
Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2019 Nomor 18) disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 5A 

 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di tunda, 

apabila : 

a. PNS wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan 
Negara (LHKPN) belum melaporkan Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggaraan Negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. PNS yang belum menyelesaikan kewajiban atas 
laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern 

pemerintah atau laporan hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan terkait adanya temuan kerugian 
keuangan daerah atau tuntutan perbendaharaan dan 

tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik 
daerah; dan 

c. PNS yang belum menyelesaikan kewajiban untuk 
penyerahan barang milik daerah.  

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Utara. 

 

 
Ditetapkan di Masamba 

pada tanggal 14 Oktober 2019 
BUPATI LUWU UTARA, 
 

             ttd 
 

INDAH PUTRI INDRIANI 
 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 14 Oktober 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 

 
         ttd 

 
TAFSIL SALEH   

 
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 43 
 

 
 


